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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi, 
penerapan standar akuntansi pemerintah, penerapan sistem pengendalian intern terhadap 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Sukoharjo. Variabel independen dalam 
penelitian ini adalah akuntabilitas, transparansi, penerapan standar akuntansi pemerintah, 
penerapan sistem pengendalian intern  
Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Data yang 
digunakan merupakan data primer. Responden dalam penelitian ini adalah kepala entitas, 
bagian akuntansi dan bagian bendahara/penganggaran SKPD Sukoharjo. Data dianalisis 
dengan menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan  program  SPSS versi 
17.00. Metode pengumpulan data yaitu survey dengan menggunakan kuesioner yang 
dibagikan responden.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) akuntabilitas berpengaruh terhadap 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, (2) transparansi tidak berpengaruh terhadap 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, (3) penerapan standar akuntansi 
pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan 
penerapan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah 
Kata kunci:  akuntabilitas, transparansi, standar akuntansi pemerintah, 




This research aims to know the effect of accountability, transparency, 
implementation of government accounting standards, the implementation of internal 
control system of quality Sukoharjo local government financial reports. The independent 
variables in this study are accountability, transparency, implementation of government 
accounting standards, the implementation of internal control system.  
This research included the quantitative research. The data is used primary data. 
Respondents in this research is the chairman, and the treasurer's accounting / budgeting 
SKPD Sukoharjo. The data analyzed by using multiple linier regression with SPSS 
software 17 version.. Methods of collecting data using a survey questionnaire distributed 
respondents. 
The results of this study indicate that (1) accountability affects the quality of 
financial reports of local government, (2) transparency does not affect the quality of the 
financial reports of local government, (3) the implementation of government accounting 
standards affect the quality of the financial reports of local government, and the 
implementation of internal control systems does not affect the quality of the financial 
reports of local government 
Keywords: accountability, transparency, government accounting standards, internal 





Reformasi  keuangan  pemerintah  yang  dilaksanakan  pada  awal  tahun  2000  
berdampak meningkatnya  tuntutan  masyarakat  akan  suatu  pemerintahan  yang  
bersih  dan  berwibawa. Paradigma baru  tersebut  mewajibkan  setiap  satuan  kerja  
termasuk  pemerintah  daerah  untuk mempertanggungjawabkan  keuangan  daerah  
secara  transparan  kepada  publik  dalam  bentuk  laporan keuangan  pemerintah  
daerah  (LKPD) yang  berkualitas. Laporan  keuangan  yang  berkualitas  adalah laporan 
keuangan yang memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat 
dipahami (PP No. 71, 2010), sehingga dapat memberikan informasi yang bermanfaat 
bagi penggunannya. 
Era  globalisasi  dunia,  ditandai  dengan  munculnya  kesepakatan  ekonomi 
regional diantaranya disetujuinya pembentukan masyarakat ekonomi Asean (Asean 
Ecomony Community) yang dilaksanakan pada  tahun  2015.  Untuk  itu,  pemerintah  
Indonesia  perlu  menyiapkan  pengelolaan keuangan  Negara  dalam menghadapi 
kondisi tersebut.  Oleh karena itu pemerintah Indonesia menetapkan  otonomi daerah 
yang telah dicanangkan  oleh  pemerintah  menuntut  pemerintahan  pusat  ataupun  
daerah  untuk menghasilkan  informasi yang  transparan dan akuntabel. UU No. 33 
tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan  Pemerintah  
Daerah  dan  UU  No.  24  tahun  2005  tentang  Standar Akuntansi  Pemerintahan  serta  
PP  No. 71 tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan.  Dengan  adanya  
aturan  ini  maka  pemerintahan pusat/daerah  dituntut  untuk  dapat  mewujudkan  dan  
meningkatkan akuntabilitas  dan  transparansi  dalam  mengelola keuangan daerah. 
Mardiasmo (2002) dalam Wulandari (2014) menjelaskan, pemerintah berkewajiban 
untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan  untuk  pengambilan  
keputusan  ekonomi,  sosial,  dan  politik  oleh  pihak-pihak berkepentingan.  Informasi  
keuangan digunakan  untuk : (a) membandingkan kinerja  keuangan  aktual  dengan  
yang  dianggarkan, (b) menilai  kondisi  keuangan dan  hasil–hasil operasi, (c) 
membantu  menentukan  tingkat  kepatuhan  terhadap peraturan  perundangan  yang  
terkait  dengan  masalah  keuangan  dan  ketentuan lainnya,  serta, (d) membantu  dalam  
mengevaluasi  efisiensi  dan  efektivitas. 
Akuntabilitas pengelolaan  keuangan  daerah  merupakan pertanggungjawaban  
mengenai  integritas keuangan,  pengungkapan  dan ketaatan terhadap  peraturan  
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perundang–undangan. Menurut LAN (2000) dalam Wulandari (2014) sasarannya  
adalah laporan  keuangan  yang mencakup  penerimaan,  penyimpanan  dan pengeluaran  
keuangan  instansi  pemerintah daerah. Instrumen  utama  dari akuntabilitas pengelolaan  
keuangan daerah adalah  anggaran pemerintah  daerah,  data yang  secara  periodik  
dipublikasikan,  laporan tahunan dan hasil investigasi dan laporan umum lainnya yang 
disiapkan oleh agent yang  independen.  Anggaran  tahunan  secara khusus  mempunyai 
otoritas legal untuk pengeluaran dana publik, sehingga proses penganggaran secara  
keseluruhan  menjadi relevan  untuk  manajemen  fiskal  dan  untuk melaksanakan  
akuntabilitas  pengelolaan keuangan  dan  pengendalian  pada berbagai tingkat operasi. 
Selain  adanya  akuntabilitas  dalam  siklus  anggaran,  transparansi anggaran  juga  
diperlukan  untuk  meningkatkan  pengawasan.  Transparansi merupakan salah satu 
prinsip good governance . Transparansi dibangun atas dasar  arus  informasi  yang  
bebas,  seluruh  proses  pemerintahan,  lembaga-lembaga dan  informasi  perlu  dapat  
diakses  oleh  pihak–pihak yang berkepentingan,  dan  informasi  yang  tersedia  harus  
memadai  agar  dapat dimengerti dan dipantau. 
Standar Akuntansi Pemerintah  merupakan  prinsip-prinsip  akuntansi  yang  
diterapkan dalam  menyusun  dan  menyajikan LKPD    (PP  Nomor  71  Tahun  2010)  
yang  mempunyai  kekuatan  hukum  dalam  upaya  meningkatkan kualitas  LKPD  di  
Indonesia. Menurut Riana (2013) dalam Sudiarianti, dkk (2015) standar Akuntansi 
Pemerintah  mewajibkan  setiap entitas  pelaporan  termasuk  pemerintah  daerah  untuk  
melaporkan  upaya-upaya  yang  telah  dilakukan serta  hasil  yang  dicapai  dalam  
pelaksanaan  kegiatan  secara  sistematis  dan  terstruktur  pada  suatu periode  
pelaporan  untuk  kepentingan  akuntabilitas,  manajemen,  transparansi,  keseimbangan  
antara generasi  dan  evaluasi  kinerja.  Menurut Zeyn (2011) dalam Sudiarianti, dkk 
(2015) penerapan  SAP  oleh  pemerintah  daerah  akan  menghasilkan  laporan 
keuangan yang berkualitas dan mengandung informasi yang berguna. 
Bodnar dan Hoopwod (2010) dalam Sudiarianti, dkk (2015) menjelaskan, sistem 
Pengendalian Intern  merupakan  suatu  sistem  yang dirancang  sedemikian  rupa,  baik  
pada  pemerintah  pusat maupun  pemerintah  daerah  untuk  menciptakan  keandalan  
laporan  keuangan,  meningkatkan  efisiensi dan  efektivitas  dalam  pemerintahan,  
pengamanan  aset  negara    dan  ketaatan  terhadap  peraturan perundang-undangan. 
Pengendalian internal dibangun dari lima komponen diantaranya: (a) lingkungan 
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pengendalian; (b) penilaian risiko; (c) aktivitas pengendalian; (d) informasi dan 
komunikasi;  serta (e) monitoring (PP Nomor 60 tahun 2008. Menurut Arens (2012) 
dalam Sudiarianti, dkk (2015) komponen pengendalian  intern  dirancang  dan  
diimplementasikan oleh manajemen untuk memastikan bahwa tujuan  pengendalian  
internal  akan  tercapai. Gubernur, Bupati  dan Walikota selaku kepala daerah wajib 
melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan (PP 60 tahun 
2008) serta menyampaikan LKPD yang disusun dengan mengikuti SAP yang telah 
diterima secara  umum  (Kawedar,  2010). 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1 Populasi dan Sampel Penelitian 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala entitas, bagian 
akuntansi, dan bagian bendahara/penganggaran SKPD di Kabupaten Sukoharjo 
yang berjumlah 38 entitas. Terdiri dari 38 kepala entitas, 38 bagian akuntansi, dan 
38 bagian bendahara/penganggaran. Sehingga jumlah populasi dalam penelitian ini 
adalah 114. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 
sampling, dengan kriteria kepala entitas, bagian akuntansi dan bagian 
bendahara/penganggaran yang telah berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dan yang 
bersedia mengisi kuisioner. 
2.2 Data dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data 
penelitian yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber asli (tanpa 
perantara). Sedangkan sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari 
jawaban atas kuesioner yang dibagikan kepada responden. Jenis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersifat kuantitatif.  
2.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 
Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka 
variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan 
Pemerintah daerah. Variabel independen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas, 





2.3.1 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yaitu kemampuan 
informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, dan 
memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan. Variabel ini 
akan diukur dengan menggunakan 5 pertanyaan, Dalam instrumen ini 
pengukuran menggunakan skala Likert dengan skor 5 sampai 1.  Indikator 
variabel yaitu: 
1) Relevan, pada item pertanyaan 1 dan 2. 
2) Andal, pada item pertanyaan 3. 
3) Dapat dibandingkan, pada item pertanyaan 4. 
4) Dapat dipahami, pada item pertanyaan 5. 
2.3.2 Akuntabilitas 
Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (agent) 
untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan 
mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan  yang  menjadi  tanggung  
jawabnya  kepada  pihak  pemberi  amanah ( prinscipal) yang memiliki hak dan 
kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut ( Mardiasmo 
2004:20). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Wulandari (2014). Dalam 
instrumen ini pengukuran menggunakan skala Likert dengan skor 5 sampai 1. 
Variabel ini akan diukur dengan menggunakan 4 pertanyaan dan 3 indikator, 
yaitu: 
1) Intregritas Keuangan pada item pertanyaan 1. 
2) Pengungkapan pada item pertanyaan 2. 
3) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada item pertanyaan 3 dan 
4. 
2.3.3 Transparansi 
Transparansi merupakan salah satu prinsip good governance. Transparansi 
dibangun atas dasar  arus  informasi  yang  bebas,  seluruh  proses  
pemerintahan, lembaga–lembaga dan  informasi  perlu  dapat  diakses  oleh  
pihak–pihak yang berkepentingan,  dan  informasi  yang  tersedia  harus  
memadai  agar  dapat dimengerti dan dipantau (Mardiasmo, 2006). Berdasarkan 
penelitian yang dilakukan Wulandari (2014) dalam Sopanah dan Mardiasmo 
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(2003), Dalam instrumen ini pengukuran menggunakan skala Likert dengan skor 
5 sampai 1. Variabel ini akan diukur dengan menggunakan 5 pertanyaan dan 5 
indikator, yaitu: 
1) Terdapat Pengumuman Kebijakan Anggaran pada item pertanyaan 1. 
2) Tersedia dokumen anggaran dan mudah di akses pada item         pertanyaan 2. 
3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu pada item pertanyaan 
3. 
4) Terakomodasinya suara/ usulan rakyat pada item pertanyaan 4. 
5) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik pada item pertanyaan 5. 
2.3.4 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 
Standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman di dalam menyusun 
dan menyajikan laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan adalah 
syarat mutlak yang harus dijadikan pedoman agar kualitas laporan keuangan di 
Indonesia dapat ditingkatkan. Penerapan standar akuntansi pemerintahan Dalam 
instrumen ini diukur menggunakan skala Likert dengan skor 5 sampai 1. 
Variabel ini akan diukur dengan menggunakan 11 pertanyaan dan 11 indikator, 
yaitu: 
1) PSAP No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan pada item pertanyaan 1. 
2) PSAP No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada item pertanyaan 2. 
3) PSAP No. 3 tentang Laporan Arus Kas pada item pertanyaan 3. 
4) PSAP No. 4 tentang Catatan atas Laporan Keuangan pada item pertanyaan 
4. 
5) PSAP No. 5 tentang Akuntansi Persediaan pada item pertanyaan 5. 
6) PSAP No. 6 tentang Akuntansi Investasi pada item pertanyaan 6. 
7) PSAP No. 7 tentang Akuntansi Aset Tetap pada item pertanyaan 7. 
8) PSAP No. 8 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan pada item 
pertanyaan 8. 
9) PSAP No. 9 tentang Akuntansi Kewajiban pada item pertanyaan 9. 
10) PSAP No. 10 tentang Koreksi Kesalahan pada item pertanyaan 10. 





2.3.5 Penerapan Sistem Pengendalian Intern 
Sistem pengendalian intern merupakan hal yang paling penting dalam 
suatu pemerintahan. Tanpa adanya sistem ini, maka akan sering terjadi 
kecurangan yang akan merugikan pemerintahan itu sendiri. Penerapan sistem 
pengendalian intern Dalam instrumen ini diukur menggunakan skala Likert 
dengan skor 5 sampai 1. Variabel ini akan diukur dengan menggunakan 5 
pertanyaan dan 5 indikator, yaitu: 
1) Lingkungan pengendalian pada item pertanyaan 1. 
2) Penilaian resiko pada item pertanyaan 2. 
3) Aktivitas pengendalian pada item pertanyaan 3. 
4) Informasi dan komunikasi pada item pertanyaan 4. 
5) Pemantauan pada item pertanyaan 5. 
2.4 Metode Analisa Data 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis Regresi 
Linear Berganda untuk menghubungkan satu variabel terikat dengan beberapa 
variabel bebas. Persamaan regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui 
seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu: akuntabilitas, transparansi, penerapan 
standar akuntansi pemerintah, penerapan sistem pengendalian intern terhadap 
variabel terikat yaitu Kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten Sukoharjo. 
Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 
KLKPD = α + β1AKTB + β2TPRN + β3PSAP+ β4PSPI+ e  
Keterangan:  
KLKD = Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 
α    = Konstanta  
β1    = Koefisien regresi akuntabilitas  
β2    = Koefisien regresi transparansi  
β3    = Koefisien regresi penerapan standar akuntansi pemerintah 
β4    = Koefisien regresi penerapan sistem pengendalian intern 
AKTB   =Variabel akuntabilitas 
TPRN   = Variabel transparansi 
PSAP   = Variabel penerapan standar akuntansi pemerintah 
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PSPI   = Variabel penerapan sistem pengendalian intern 
Variabel e = Variabel pengganggu 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Uji Asumsi Klasik 
Masalah  yang umum  terjadi  dalam  model  regresi  linier  berganda  yaitu uji 
multikolineritas, uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. Maka, 
dilakukan uji asumsi klasik mengenai keberadaan masalah tersebut. 
3.1.1 Uji Normalitas  
Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogrov-
Smirnov. Dari hasil pengujian Kolmogorov Smirnov menunjukkan nilai 
signifikansi untuk model regresi lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan 
bahwa model persamaan regresi dalam penelitian ini memiliki distribusi data 
yang normal. 
3.1.2 Uji multikolinearitas 
Uji multikolinearitas dengan melihat nilai tolerance dan VIF. Jika nilai 
tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian 
bebas dari multikolinearitas. Dari tabel menunjukkan bahwa masing-masing 
nilai VIF berada < 10, demikian juga hasil nilai tolerance > 0,10 maka dapat 
disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.  
3.1.3 Uji Heterokedastisitas 
Hasil uji heteroskedastista dengan uji Spearman nampak bahwa semua 
variabel bebas menunjukkan nilai p-value lebih besar dari 0,05, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa semua variabel bebas dari masalah heteroskedastisitas. 
3.2 Pembahasan  
3.2.1 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang pertama mendapatkan hasil 
bahwa akuntabilitas mempunyai nilai thitung (3,896) lebih besar daripada ttabel 
(1,988) atau dapat dilihat dari nilai sifnifikasi 0,000< 0,05. Oleh karena itu H1 
diterima, sehingga akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa, akuntabilitas 
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merupakan bentuk pertanggung jawaban publik atas kinerja pemerintah daerah. 
Kinerja pemerintah daerah bisa tercermin dari laporan keuangan pemerintah 
daerah, apabila pemerintah daerah memiliki akuntabilitas yang tinggi, maka 
laporan keuangan pemerintah daerah juga akan semakin berkualitas, karena 
menyajikan semua informasi yang diharapkan masyarakat. Hasil penelitian ini 
sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aswadi dan Ayu 
(2014) dan Wahyu Setiyawan (2013) yang menunjukkan hasil penelitian 
bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas  
laporan keuangan. 
3.2.2 Pengaruh Transparasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang kedua mendapatkan hasil 
bahwa variabel transparasi mempunyai nilai thitung (0,008) lebih kecil daripada 
ttabel (1,988) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,994> 0,05. Oleh karena 
itu, H2 ditolak, sehingga transparasi tidak berpengaruh terhadap kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa, 
transparansi  memberikan  informasi keuangan  yang  terbuka  dan  jujur  
kepada  masyarakat  berdasarkan pertimbangan  bahwa  masyarakat  memiliki  
hak  untuk  mengetahui  secara terbuka  dan  menyeluruh atas 
pertanggungjawaban  pemerintah  dalam pengelolaan  sumber  daya  yang  
dipercayakan  kepadanya  dan  ketaatannya pada  peraturan  perundang  
undangan, namun hasil dalam penelitian ini menunjukan bahwa transparasi 
tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, 
dikarenakan pemerintah daerah yang berkaitan belum memberikan semua 
informasi atas pertanggungjawaban pemerintan dalam pengelolaan sumber 
daya  kepada publik, karena hal tertentu. 
Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya yang 
dilakukan oleh Aswadi dan Ayu (2014) dan Permana (2013) yang 
menunjukkan hasil penelitian bahwa transparasi berpengaruh positif dan 




3.2.3 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap 
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang ketiga mendapatkan hasil 
bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah mempunyai nilai thitung 
(4,650) lebih besar daripada ttabel (1,988) atau dapat dilihat dari nilai 
signifikansi 0,000 < 0,05. Oleh karena itu, H3 diterima, sehingga penerapan 
standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap terhadap kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah. 
Hasil ini dapat dijelaskan bahwa, semakin baik penerapan standar 
akuntansi pemerintahan akan dapat menghasilkan laporan keuangan yang 
berkualitas karena semua transaksi dilaporkan dalam laporan keuangan sesuai 
dengan peraturan dan standar yang berlaku dan disajikan secara jujur dan 
lengkap dalam laporan keuangan pemerintah daerah, selain itu standar 
akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu 
meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan 
keandalan laporan keuangan. 
3.2.4 Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap 
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang kedua mendapatkan hasil 
bahwa penerapan sistem pengendalian intern mempunyai nilai thitung (0,834) 
lebih kecil daripada (1,988) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,407 > 
0,05. Oleh karena itu, H4 ditolak, sehingga penerapan sistem pengendalian 
intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah. 
Hasil ini dapat dijelaskan bahwa, penerapan sistem pengendalian intern 
tanpa adanya dukungan dari SDM yang memadai, tetap tidak ada pengaruhnya, 
karena SDM akan tetap mencari celah bagaimana supaya tetap bisa 
memanfaatkan penerapan SPI tersebut untuk kepentingan pribadi, sehingga 
dalam penyusunan laporan keuangan, banyak terjadi ketidak sesuaian dengan 
kondisi yang sebenarnya. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian 
sebelumnya yang dilakukan oleh Sudiarianti, dkk (2015), Herawati (2014), 
yang menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern berpengaruh 
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terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi 
penerapan SPIP dan SAP dilaksanakan, maka kualitas laporan keuangan yang 




Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa 
simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 
1. Akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah. Hasil ini dibuktikan dengan nilai thitung (3,896) lebih besar daripada 
ttabel (1,988) atau dapat dilihat dari nilai sifnifikasi 0,000 < 0,05. Oleh karena 
itu H1 diterima.  
2. Transparasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah, hasil ini dibuktikan dengan nilai thitung (0,008) lebih kecil daripada 
ttabel (1,988) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,994 > 0,05. Oleh karena 
itu, H2 ditolak. 
3. Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah, hasil ini dibuktikan dengan nilai thitung 
(4,650) lebih besar daripada ttabel (1,988) atau dapat dilihat dari nilai 
signifikansi 0,000 < 0,05. Oleh karena itu, H3 diterima. 
4. Penerapan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah, hasil ini dibuktikan dengan nilai thitung 
(0,834) lebih kecil daripada (1,986) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 
0,407 > 0,05. Oleh karena itu, H4 ditolak. 
4.2 Keterbatasan 
Penelitian ini mempunyai keterbatasan, sehingga perlu diperhatikan bagi 
peneliti-peneliti selanjutnya. Adapun keterbatasan penelitian yang ada adalah 
sebagai berikut: 
1. Sampel yang digunakan hanya sebatas pada SKPD Kabupaten Sukoharjo, 
sehingga hasil penelitian belum bisa diikangeneralisa seluruh Kabupaten di 
Indonesia khususnya Jawa Tengah. 
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2. Sampel penelitian ini terbasatas pada karyawan SKPD Kabupaten Sukoharjo, 
sehingga sampel tergolong sempit yang memungkinkan adanya biasa data 
dalam penelitian. 
3. Dalam penelitian ini data yang dihasilkan hanya dari instrumen kuesioner 
yang didasarkan pada persepsi jawaban responden, sehingga kesimpulan yang 
diambil hanya berdasarkan data yang dikumpulkan melalui penggunaan 
instrumen kuesioner secara tertulis tanpa dilengkapi dengan wawancara atau 
pertanyaan lisan.  
4.3 Saran 
Berdasarkan simpulan dan keterbatasan tersebut, maka peneliti 
memberikan saran sebagai berikut: 
1. Penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan perbandingan antara Kabupaten, 
sehingga hasil penelitian bisa menjelaskan bahwa Kabupaten yang mana yang 
memiliki kualitas laporan keuangan daerah yang baik, dengan diterapkannya 
variabel penelitian pada PEMDA tersebut.  
2. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya pada SKPD satu Kabupaten 
saja, supaya sampel penelitian lebih besar sehingga tidak terjadi bias data. 
3. Diperlukan pendekatan kualitatif untuk memperkuat kesimpulan karena 
instrumen penelitian rentan terhadap persepsi responden yang tidak 
menggambarkan keadaan yang sebenarnya dalam diri masing-masing 
responden. Pendekatan ini bisa dilakukan dengan observasi atau pengamatan 
langsung kedalam obyek dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan 
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